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BAB II 

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN 

A. DPRD Kota Yogyakarta 

 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta (DPRD Kota Yogyakarta) 

adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan di Kota Yogyakarta. DPRD 

terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui 

pemilihan umum. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  

A.1 Keanggotaan dan Alat Kelengkapan Dewan. 

 DPRD Kota Yogyakarta terdi dari 40 anggota Dewan dan dibagi menjadi 

beberapa bagian yang dinamakan Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan Peraturan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Tata Tertib : 

1. Pimpinan DPRD 

2. Badan Musyawara 

3. Komisi 

4. Badan Legislasi Daerah 

5. Badan Anggaran 

6. Badan Kehormatan, dan 

7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. 

A.2  Fungsi DPRD Kota Yogyakarta. 

a. Fungsi Legislasi. Diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama 

Walikota. 

b. Fungsi Anggaran. Diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan 

anggara pendapatan dan belanja daerah bersama Walikota. 
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c. Fungsi Pengawasan. Diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan pelaksanaan 

peraturan daerah dan APBD. 

A.3 Tugas dan Wewenang DPRD Kota Yogyakarta. 

a. Membentuk peraturan daerah bersama Walikota; 

b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai 

APBD yang diajukan oleh Walikota; 

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD; 

d. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian walikota dan/atau wakil 

walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan 

pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian; 

e. Memilih wakil  walikota dalam hal terjadi kekosongan Jabatan wakil walikota; 

f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah  terhadap 

rencana perjanjian internasional di daerah; 

g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan 

oleh pemerintah daerah; 

h. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau 

pihak ketiga yang membebani APBD dan masyarakat serta mengakibatkan 

berkurangnya aset daerah; 

i. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban walikota dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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A.4  Hak dan Kewajiban DPRD. 

1. Hak DPRD  

(1) Hak Interpelasi, yaitu hak DPRD untuk meminta keterangan kepada 

Walikota mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan 

strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. 

(2) Hak Angket, yaitu hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap 

kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak 

luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPRD untuk menyatakan pendapat 

terhadap kebijakan Walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang 

terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau 

sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. 

2. Kewajiban DPRD 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; 

b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dan menaati peraturan perundang-undangan; 

c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, 

dan golongan; 

e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; 

f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

g. menaati tata tertib dan kode etik; 
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h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja 

secara berkala; 

j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan 

k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada 

konstituen di daerah pemilihannya. 

 

B. Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. 

 Sekretariat DPRD kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah 

Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD 

Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 

2008 tentang fungsi, rincian tugas dan tata kerja. Sekretariat DPRD kota Yogyakarta 

mempunyai fungsi dan tugas dalam peningkatan kualitas dukungan administrasi, 

sarana prasarana, keuangan, persidangan, penyerapan aspirasi, perumusan kebijakan, 

dan kehumasan dalam rangka fasilitas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang 

DPRD Kota Yogyakarta. 

 

C. Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. 

a) Visi 

Terwujudnya pelayanan secara profesional terhadap tugas dan kegiatan DPRD 

Kota Yogyakarta. 

 

 



40 
 

b) Misi 

Mewujudkan peningkatan pelayanan/dukungan terhadap fungsi DPRD di 

bidang keuangan, ketata usahaan, pengkajian hukum, persidangan, penyerapan 

aspirasi kehumasan. 

 

 

C. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta 
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Sumber : Perda No 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan dan         Tugas  

Pokok Sekretaraiat DPRD Kota Yogyalarta. 

E. Sub Bagian Humas dan Publikasi 

  Sub Bagian Humas dan Publikasi merupakan suatu jabatan fungsional di 

Sekretariat DPRD Yogyakarta yang berada di bawah  Sekretaris Dewan dan Bagian 

Perundang-Undangan dan Hubungan Masyarakat. Secara umum jabatan fungsional 

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi 

kesekretariatan, administrasi keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 

DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh 

DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

Dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan pada kinerja sub bagian humas dan 

publikasi, karena humas dan publikasi yang bertanggung jawab atas penyebaran 

informasi mengenai kinerja DPRD Kota Yogyakarta, selain itu sub bagian humas dan 

publikasi juga merupakan ujung tombak sekaligus jembatan bagi masyarakat dan 

DPRD Kota Yogyakarta. Kontribusi sub bagian humas dan publikasi sangat besar 

dalam penyebaran informasi mengenai kinerja DPRD Kota Yogyakarta melalui 

beberapa media, salah satu media yang dimanfaatkan sub bagian humas dan publikasi 

adalah website. Peran sub bagian humas dan publikasi dalam penyebaran informasi 

mengenai kinerja DPRD melalui website adalah Humas sendiri yang mengelola 

informsi dan isi-isi berita yang ada di website tersebut, Humas mempunyai peran yang 

sangat penting dalam mengelola website www.dprd-jogjkota.go.id  

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sub bagian Humas dan Publikasi 

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta mendasarkan kepada Perda Nomor 10 Tahun 2008 

tentang pembentukan, susunan, kedudukan dan tugas Pokok Dinas Daerah serta Parwal 

Nomor 59 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota 

http://www.dprd-jogjkota.go.id/
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Yogyakarta. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, sub bagian Humas dan 

Publikasi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta mempunyai tugas Sebagai berikut: 

Tugas Sub Bagian Humas dan Publikasi : 

1. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginvetarisasi permasalahan 

serta melakasanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan 

Humas dan Publikasi. 

2. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan 

kegiatan Sub Bagian. 

3. Menyiapkan bahan kebijaksanaan, bimbingan serta pembinaan serta petunjuk 

teknis yang berkaitan dengan Humas dan Publikasi. 

4. Melaksanakan koordinasi dan mengatur agenda kegiatan pimpinan DPRD. 

5. Memfasilitasi peliputan, pendokumentasian dan publikasi kegiatan DPRD. 

6. Melaksanakan fasilitasi hubungan antara DPRD dengan pers atau media. 

7. Menyiapkan kerjasama lain pihak. 

8. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian. 

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

 

G. Gambaran Umum Website DPRD Kota Yogykarta. 

 Website www.dprd-jogjakota.go.id mulai dibangun pada tahun 2008 dan baru 

mulai aktif pada tahun 2012. Pembuatan website ini berujuan untuk memberi 

pelayanan publik kepada masyakarat Kota Yogyakarta pada khusunya dan 

masyarakat Indonesia pada umumnya serta mewujudkan pemerintahan yang berbasis 

e-government. Website ini merupakan sarana informasi dan komunikasi mengenai 

kinerja DPRD Kota Yogyakarta. Yang berkontribusi dalam website www.dprd-

jogjakota.go.id adalah pihak sub bagian humas dan publikasi yang bekerja sama 

http://www.dprd-jogjakota.go.id/
http://www.dprd-jogjakota.go.id/
http://www.dprd-jogjakota.go.id/
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dengan pemkot TIT  sebagai maitenance hardware dan software website, sedangkan 

untuk pengelolan content website, materi berita atau informasi serta penanganan 

keluhan dan aspirasi masyarakat merupakan tanggung jawab pihak sub bagian 

humas dan publikasi.Adapun gambar dari content website tersebut yaitu sebagai 

berikut: 

Gambar 2.1 

Header Website DPRD Kota Yogyakarta 

            

Sumber : http://dprd-jogjakota.go.id/diakses pada 16 mei 201 

 

Gambar 2.2 

Menu Navigasi 

 `                   

Sumber : http://dprd-jogjakota.go.id/diakses pada 16 mei 2016. 

 

Gambar 2.3 

Event Calendar 

                        

Sumber : http://dprd-jogjakota.go.id/diakses pada 16 mei 2016.  

 

 

http://dprd-jogjakota.go.id/diakses%20pada%2016%20mei%20201
http://dprd-jogjakota.go.id/diakses%20pada%2016%20mei%202016
http://dprd-jogjakota.go.id/diakses%20pada%2016%20mei%202016
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Gambar 2.4 

Berita 

                                        

Sumber : http://dprd-jogjakota.go.id/diakses pada 16 mei 2016. 

Gambar 2.5 

Pengumuman 

                                         

Sumber : http://dprd-jogjakota.go.id/diakses pada 16 mei 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

http://dprd-jogjakota.go.id/diakses%20pada%2016%20mei%202016
http://dprd-jogjakota.go.id/diakses%20pada%2016%20mei%202016
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Gambar 2.6 

Varia Dewan 

                                             

Sumber : http://dprd-jogjakota.go.id/diakses pada 16 mei 2016. 

 

 

Gambar 2.7 

Buku Tamu 

                                              

Sumber : http://dprd-jogjakota.go.id/diakses pada 16 mei 2016.  

 

 

 

 

http://dprd-jogjakota.go.id/diakses%20pada%2016%20mei%202016
http://dprd-jogjakota.go.id/diakses%20pada%2016%20mei%202016
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Gambar 2.8 

Link Terkait 

                                                 

Sumber : http://dprd-jogjakota.go.id/diakses pada 16 mei 2016.  

 

 

Gambar 2.9 

Jajak Pendapat 

                                             

Sumber : http://dprd-jogjakota.go.id/diakses pada 16 mei 2016.  

 

 

 

 

http://dprd-jogjakota.go.id/diakses%20pada%2016%20mei%202016
http://dprd-jogjakota.go.id/diakses%20pada%2016%20mei%202016
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Gambar 2.10 

Statistik Pengunjung 

    

Sumber : http://dprd-jogjakota.go.id/diakses pada 16 mei 2016 
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